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1. Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 103/22187  tanggal 

20 Desember 2019 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2019, 

berikut kami sampaikan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Aceh Tahun 2019. 

 

2. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan 

petunjukNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Aceh Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi 

kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBA 

2019sebagaiman Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
 

 Dokumen LKJIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi 

dan analisis kinerjanya, sehingga dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang 

telah dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja. 
 

 Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih 

meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun 

outcome di masa mendatang. 

 

 

Banda Aceh,  5  Februari 2020 
 

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH 

 

 

 

JAMALUDDIN, SE, M.Si, AK 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19750701 199303 1 002 
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IKHTISAR  EKSEKUTIF 

 

 LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2019 ini merupakan 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKJIP dilakukan berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 53 

Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secata transparan dan 

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Aceh. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ini 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Aceh yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari 

sasaran strategis. 

 Dari 2 (dua) indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 

2019, menunjukkan bahwa capaian pada indikator kinerja tersebut sudah masuk pada 

kategori sangat baik . indikator Persentase Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya 

Benda dan Tak benda dengan capaian 200 % dan indikator Kunjungan Wisatawan 

dengan capaian sebesar 88% 

 Evaluasi atas permasalahan atas indikator kinerja menunjukkan beberapa 

tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 

kedepannya, antara lain: 

1. Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan stakeholder pariwisata baik 

yang swasta maupun pemerintah perlu ditingkatkan agar program/kegiatan dapat 

berjalan dengan baik dan sinergis. 

2. Peningkatan kerjasama kebudayaan antar Negara, revitalisasi warisan budaya dan 

menginventarisir cagar budaya di seluruh Aceh. 

   Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

ini dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam 

perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

 

 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, perklasifikasi, perikhtisar, dan 

pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka  pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja Instasi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi 

kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dan sebagai sarana evaluasi diri 

terhadap kinerja  suatu instansi pemerintah perlu adanya Laporan Akuntabilitas 

kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang melaporkan hal-hal penting yang menjadi 

lingkup tanggung jawab instansi, mencakup capaian sasaran pembangunan atau 

pencapaian sasaran-sasaran strategis di tingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).  

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang memuat rencana, capaian dan realisasi 

indikator kinerja dari sasaran strategis. Dalam mencapai sasaran tersebut dilakukan 

dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah 

dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 

2017-2022. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 

disusun berdasarkan Ketentuan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 
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4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi  

5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP. 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

8. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 23 tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Tahun 2012. 

 

 LKjIP merupakan sarana Akuntabilitas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Aceh untuk mengukur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan 

dinas dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan 

dan sasaran kerja sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2017-2022, dengan Indikator Kinerja Utama 

yang telah ditetapkan. 

 Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Aceh Tahun 2019 diharapkan dapat : 

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; 

b. Memberitahukan kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan 

beserta hasil evaluasinya; 

c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dan sebagai 

upaya perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 

untuk meningkatkan kinerjanya; 

d. Sebagai salah satu kewajiban bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 

sebagai Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
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keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

mencapai misi organisasi.  

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berkedudukan dibawah Pemerintah 

Aceh dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Pemerintah Aceh melalui 

Sekretaris Daerah. Dalam mengemban tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupaya melestarikan dan meningkatkan 

pemahaman masyarakat akan khasanah kebudayaan dan warisan budaya di daerah 

Provinsi Aceh.  

 Demi mencapai maksud dan tujuan tersebut, berbagai Program/Kegiatan 

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan memperhatikan 

aspek pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami serta 

potensinya sebagai sumber daya industri yang dapat mendorong ekonomi 

masyarakat.  

 Adapun tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah 

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan 

dan Pariwisata secara Islami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; 

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; 

3. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di daerah; 

4. Pembinaan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota; 

5. Pemberian Rekomendasi perizinan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata lintas 

Kabupaten/Kota; 

6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang 

Kebudayaan dan Pariwisata; 

7. Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 

8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan 

9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di 

bidang kebudayaan dan pariwisata.  
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 Kewenangan kebudayaan menempatkan dan berorientasi pada tiga kebijakan 

utama yakni: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pada seni budaya, 

sejarah purbakala dan benda cagar budaya. Sedangkan kewenangan pariwisata di 

level Provinsi Aceh memberikan arahan dan kebijakan bahwa pembangunan 

pariwisata meliputi 4 cakupan komponen yaitu: 1) Destinasi Pariwisata, berkaitan 

dengan pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan 

fasilitas umum, pembangunan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat, secara 

terpadu dan berkesinambungan; 2) Pemasaran Pariwisata, berkaitan dengan 

pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam 

membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing;  3) 

Industri Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan struktur (fungsi, hirarki, 

hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha 

pariwisata, kredibilitas bisnis dan tanggung  jawab terhadap lingkungan alam dan 

sosial budaya; dan 4)  Kelembagaan Kepariwisataan, berkaitan dengan 

pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, 

pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang 

kepariwisataan. 

 

C. ASPEK STRATEGIS 

 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 

(RPJMA) Periode Tahun 2017-2022, dimana rencana pengembangan pembangunan 

kebudayaan dan pariwisata memprioritaskan Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan 

budaya ke-Acehan, Pengembangan pariwisata dan Pemenuhan data yang berkualitas, 

terpusat dan terintegrasi.  

 Aceh memiliki 903 obyek wisata, termasuk didalamnya obyek wisata alam, 

wisata budaya serta wisata minat khusus yang tersebar di 23 kabupaten/kota. 

Potensi tersebut telah menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke 

Aceh. Berdasarkan data lima tahun terakhir ini (2013-2017), angka kunjungan 

wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh terus menunjukkan trend yang 

positif atau rata-rata meningkat 20,79% dari 1.118.178 wisatawan (2013), 1.428.262 
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wisatawan (2014), 1.717.116 wisatawan (2015), 2.154.249 wisatawan (2016), dan 

2.364.383 (2017). Khusus untuk wisatawan nusantara rata-rata peningkatan jumlah 

yang berkunjung ke Aceh sebesar 20,97% per tahun. Sementara untuk wisatawan 

mancanegara rata-rata peningkatan jumlah yang berkunjung ke Aceh sebesar 16,49% 

pertahun.  

 Adapun yang menjadi isu strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 

Aceh adalah sebagai berikut:  

I. Isu strategis Bidang Kebudayaan 

1. Belum kokohnya marwah keistimewaan Aceh sebagai daerah yang kaya 

ragam bahasa dan budaya yang bernilai syariat;  

2. Masih minimnya pertumbuhan perilaku budaya masyarakat Aceh yang 

sesuai dengan nilai, adat istiadat dan budaya Aceh yang bersifat Islami;  

3. Kurangnya jumlah penutur bahasa ibu yang bersumber dari 

keberagaman etnik di Aceh; 

4. Lemahnya koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pembangunan 

dan evaluasi bidang kebudayaan antara provinsi dan kabupaten/kota; 

5. Rendahnya kinerja pengelolaan warisan budaya untuk penguatan 

destinasi di semua wilayah di Aceh;  

6. Masih minimnya perhatian terhadap aset budaya secara optimal bagi 

aktifitas pagelaran budaya dan kesenian; 

7. Masih kurangnya kualifikasi SDM dalam pengelolaan peninggalan 

sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal; 

8. Belum optimalnya pemanfaatan cagar budaya untuk pengembangan 

program kegiatan lainnya yang terintegrasi; 

9. Tidak terintegrasinya database berbasis online terkait promosi dan 

pemasaran industri wisata 

10. Kurangnya referensi khazanah pengetahuan sejarah perkembangan 

peradaban, adat dan budaya Aceh; 

11. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan para pendidik, peneliti, dan 

penggiat seni umumnya dalam kualitas apresiasi masyarakat terhadap 

karya seni dan budaya terutama berbasis kearifan lokal; 

12. Masih minim dan stagnannya pertumbuhan karya-karya seni dan kreasi 
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budaya yang berbasis kearifan lokal yang mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi termutakhir. 

 

II. Isu strategis Bidang Pariwisata 

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang 

kepariwisataan, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan 

pariwisata; 

2. Minimnya keterlibatan masyarakat (sadar wisata); 

3. Kurangnya peran serta komunitas wisata;  

4. Optimalisasi yang masih minim berkenaan dengan kemitraan dan 

kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public, 

private, partnership);  

5. Tidak adanya pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam 

pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata; 

6. Masih minim sekali minat investor untuk menanamkan modalnya pada 

sektor wisata; 

7. Kurangnya pertumbuhan diversifikasi baru kepariwisataan yang selaras 

dengan keistimewaan Aceh; 

8. Belum berkembangnya konsep wisata halal dalam rangka penyetaraan 

industri pariwisata secara global;  

9. Belum optimalnya usaha pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian 

khazanah seni tradisional dan sastra budaya serta patenisasi seni budaya 

Aceh;  

10. Lemahnya sinergisitas secara terpadu dalam perencanaan pembangunan 

dan evaluasi bidang pariwisata antara provinsi dan kabupaten/kota; 

11. Belum optimalnya sektor promosi kepariwisataan, baik di tingkat 

regional, nasional maupun internasional untuk lintas segmentasi usia, 

pendidikan, ketrampilan dan profesi; 

12. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata; 

13. Masih stagnan dan sempitnya pasar bagi pelaku industri kreatif dalam 

memasarkan produknya dan melakukan mitra kerja dengan pelaku 

industri yang terkait dengan sektor kepariwisataan; 

14. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana 

pariwisata. 

 



LKj IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) – Tahun 2019 

 

 

 

 

 
7 

D. STRUKTUR ORGANISASI 
 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; dan 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni 

dan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, memiliki Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja yang terdiri dari: 6 (enam) orang eselon III/a dan 20 (dua 

puluh) eselon IV/a, dan 2 (dua) eselon IV/b, dengan Struktur Organisasi sebagai 

berikut: 

Gambar 1.1 

Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 
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Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya memiliki beberapa bidang pekerjaan yang terdiri dari 1 (satu) 

sekretariat, 5 (lima) bidang teknis (Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, Bidang Bahasa 

dan Seni, Bidang Pengembangan Destinasi, Bidang Pemasaran dan Bidang 

Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan) dan 2 (dua) Unit Pelaksana 

Tugas Teknis/UPTD (UPTD Museum Aceh dan UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh). 

 Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program 

kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, 

pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengelolaan urusan 

administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, 

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan 

administrasi dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Bidang Sejarah 

dan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, 

pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, 

sejarah dan nilai budaya. Bidang Bahasa dan Seni mempunyai tugas melakukan 

pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa. 

 Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melakukan penelitian, 

pengembangan dan pemeliharaan Infrasruktur Pariwisata, Pemberdayaan Lembaga 

dan Masyarakat Pariwisata serta Pengembangan Kawasan Wisata. Bidang 

Pemasaran mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran 

pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar. Bidang 

Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan 

pembinaan, pengawasan dan rekomendasi perizinan usaha akomodasi dan restoran, 

jasa dan standarisasi produk usaha pariwisata. 

 UPTD Museum Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan, 

penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan 

ilmiah yang bersifat regional. UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan eksperimen karya seni budaya, 
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pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya, sarasehan dan lokakarya, 

dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha dan urusan 

kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Safiatuddin. 

 Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Aceh sebanyak 274 orang dengan perincian sejumlah 176 orang berstatus 

Pegawai Negari Sipil (PNS) dan 98 orang merupakan Tenaga Kontrak. Secara lebih 

terperinci berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, golongan ruang dan jabatan 

struktural dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel : 1.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Pendidikan 
 

Jumlah

SD SMP SMA D-I D-II D-III D-IV S.1 S.2 S.3

PNS 2 2 51 - - 12 4 85 19 1 176

Tenaga Kontrak 2 4 54 - - 6 - 29 3 - 98

Jumlah 4 6 105 0 0 18 4 114 22 1 274

Kualifikasi SDM
Jenjang Pendidikan

 

Tabel: 1.2 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Golongan Ruang 
 

I II III IV

1 PNS 1 37 123 15 163 12 - 176

2 Tenaga Kontrak - - - - 45 25 28 98

Jumlah 1 37 123 15 208 37 28 274

Jumlah
Golongan Pegawai

Kualifikasi SDMNo
Cleaning 

Service
SatpamStaf ADM

 

Tabel: 1.3 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Jabatan Struktural 

I II III IV

1 Kepala Dinas - 1 - - 1

2 Sekretaris/Kepala Bidang - - 6 - 6

3 Kepala UPTD - - - 2 2

4 Kasubbag/Kasi - - - 18 18

5 Kasubbag/Kasi UPTD - - - 2 2

Jumlah 0 1 6 22 29

Jumlah
Eselonering

Kualifikasi SDMNo

 

 Sarana pendukung lainnya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 

diantaranya adalah: 
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Tabel : 1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana 

No Sarana dan Prasarana Baik Rusak
Rusak 

Berat
Ket

1 Mobil Dinas 13 Unit 6 - 7

2 Sepeda Motor 9 Unit 8 - 1

3 Komputer 130 Unit 98 - 32

4 Printer 132 Unit 78 - 54

5 UPS 38 Unit 13 - 25

6 Mesin Absensi 9 Unit 7 - 2

7 Mesin Tik Manual 21 Unit 1 - 20

8 Meja 164 Unit 122 - 42

9 Kursi 404 Unit 362 - 42

10 Filling Kabinet 57 Unit 23 - 34

11 Brangkas 4 Unit 3 - 1

12 Handy Talky (HT) 17 Unit 5 - 12

13 Kamera Saku 13 Unit 7 - 6

14
Kamera Video (Professional 

Camcorder)
1 Unit 1 - -

15 AC (Split & Standing) 113 Unit 92 - 21

16 Kipas Angin 9 Unit 6 - 3

17 Laptop 72 Unit 46 - 26

18 Mesin Photo Copy 1 Unit 1 - -

19 Mesin Potong Rumput 24 Unit 16 - 8

20
Mesin Penghisap Debu 

(Vacum Cleaner)
8 Unit 6 - 2

21 Pompa Air 11 Unit 11 - -

22 Sepeda 2 Unit 2 - -

23 Kalkulator 4 Unit 1 - 3

24 Handy Cam 17 Unit 5 - 12

25 Lemari 50 Unit 31 - 19

26 Lemari Es (Kulkas) 3 Unit 3 - -

27 Generator Listrik (Genset) 1 Unit 1 - -

28 Televisi 21 Unit 10 - 11

28 Infocus 18 Unit 10 - 8

29 Speed Boat 2 Unit 2 - -

30 Kapal Boat 2 Unit - - 2

31 Perahu 2 Unit - - 2

32 Troli 18 Buah 18 - -

33 Alat Pemadam 29 Buah 29 - -

34 Alat Penghancur Kertas 3 Unit 3 - 0

35 Amflifier 3 Unit 2 - 1

36 Asbak Tinggi 4 Buah 4 - -

37 CCTV 6 Unit 6 - -

38 Dispenser 15 Unit 8 - 7

39 Koper 1 Buah 1 - -

40 Equalizer 1 Unit - - 1

41 Layar Infocus 4 Unit 3 - 1

42 Loudspeaker 7 Unit 4 - 3

43 Mega phone 3 Unit 3 - -

44 Mesin Ketik Elektronik 2 Unit 1 - 1

45 Mesin laminating 1 Unit 1 - -

46 Microphone 8 Unit 4 - 4

47 Mimbar/podim 1 Buah 1 - -

48 White Board 5 Buah 2 - 3

49 Pembatas Antrian 8 Unit 8 - -

50 Rak 10 Unit 6 - 4

51 Sofa 13 Unit 2 - 11

52 Sound System 4 Unit 3 - 1

53 Tangga Alumunium 1 Unit 1 - -

54 Tape Recorder 7 Unit 6 - 6

55 Wireless 7 Unit 6 - 1

56 Kamera Digital 14 Unit 8 - 6

Volume
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

 

 Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Aceh selama tahun 2019. Capaian kinerja (Performance 

result) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas 

capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya 

sejumlah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Oleh 

karenanya sistematika penyajian LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 

2019, dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 Bab I, Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, uraian singkat mandat yang dibebankan 

kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (gambaran umum tupoksi), struktur 

organisasi, serta sistematika penyajian. 

 

 Bab II, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan mengenai muatan 

rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk periode 2017-2022, 

indikator kinerja utama (IKU), dan penetapan kinerja untuk tahun 2019.  

 

 Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan analisis pencapaian 

kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menyangkut pencapaian sasaran-

sasaran strategis Dinas dengan cara menyajikan uraian hasil pengukuran capaian 

indikator kinerja utama, pengukuran capaian kinerja tahun 2019, serta akuntabilitas 

keuangan. Mengevaluasi mengenai keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala 

dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah 

ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan 

peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di tahun berikutnya 

secara berkelanjutan.  

 

 Bab IV – Penutup, mengemukakan kesimpulan menyeluruh dari laporan 

akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2019 dan 

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa 

mendatang.  
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 Sebagai perpanjangan tugas pemerintah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berusaha melaksanakan segala tugas yang 

diemban dengan sebaik mungkin, melalui perencanaan yang terprogram dan 

mengakomodir harapan semua pihak terutama masyarakat seni dan yang berada di 

sekitar objek wisata.  

 

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 

 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 

2017 s/d 2022, memuat kebutuhan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kepala Pemerintahan. Visi dan Misi tersebut dituangkan pada tujuan kegiatan, 

rencana capaian kegiatan dan hasil kegiatan yang meliputi berbagai langkah yang 

telah dan akan dilakukan serta skala prioritas program maupun kebijakan. 

 

 Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga 

memperhatikan prinsip responsibilitas, sinergis dan akuntabel dengan mengacu 

kepada dokumen resmi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) yang berisikan tentang kebijakan pengambilan keputusan dan 

perencanaan pengembangan pembangunan. Program-program yang ditawarkan 

didalamnya, berisikan tentang harapan-harapan masyarakat khususnya dan juga 

program-program pembangunan daerah umumnya (Provinsi, Kabupaten dan 

Nasional). 

 

1. Visi dan Misi 

 Visi Pemerintah Aceh Periode 2017-2022 yaitu: ”TERWUJUDNYA ACEH 

YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, 

ADIL DAN MELAYANI”  

 

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Aceh tersebut akan ditempuh 

melalui 10 (sepuluh) Misi Pembangunan Aceh sebagai berikut : 

1) Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani. 

2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan 

budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad 
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Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mashab Syafi’iyah dengan 

tetap menghormati mashab yang lain. 

3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian 

berdasarkan MoU Helsinki. 

4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat 

nasional dan regional. 

5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial 

yang mudah, berkualitas dan terintegrasi. 

6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. 

7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbaharukan. 

8) Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan 

industri kreatif yang kompetitif. 

9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based 

planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan. 

10) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan 

lingkungan yang berkelanjutan. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam hal ini mengacu pada 

misi kedua, kedelapan dan kesembilan. 

 

2. Sasaran dan Target 

 Sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 

sebagai mana tercantum dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Aceh 2017-2022 adalah sebagai berikut:  

1) Meningkatnya penutur bahasa asli dan kesusastraan 9 etnik group di 

Aceh; 

2) Meningkatnya tata kelola permuseuman, taman seni dan budaya, situs 

sejarah dan cagar budaya; 

3) Bertambahnya variasi produksi dan industri seni kreatif yang 

berlandaskan nilai dan norma adat masyarakat Aceh; 

4) Revitalisasi peralatan tradisional khas Aceh yang nyaris punah;  

5) Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh; 

6) Penguatan literasi yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan 

tradisional  khas Aceh; 
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7) Tumbuhnya komunitas/kelompok usaha masyarakat kecil dan 

menengah yang berorirentasi pada industri pariwisata baik skala 

nasional dan internasional; 

8) Mengembangkan infrastruktur kawasan wisata; 

9) Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara; 

10) Peningkatan lama kunjungan; 

11) Perluasan pasar negara pengunjung wisatawan di Aceh; 

12) Meningkatkan minat beli bagi wisatawan; 

13) Bertambahnya dokumen dalam Sistem informasi yang terintegrasi 

khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri 

budaya dan kepariwisataan; 

14) Terintegrasinya program/kegiatan pengembangan ekonomi, industri 

budaya dan kepariwisataan. 

 

 Target kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yang 

terangkum pada Renstra 2017 s/d 2022 sebagai berikut : 
 

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif (pewaris budaya, peneliti, 

pengelola, pendidik dan penggiat seni) untuk melestarikan dan 

mengembangkan sumber daya budaya yang berlandaskan adat dan 

kebudayaan Aceh umumnya. 

2. Pengembangan potensi sumber daya budaya (tangible dan intangible) 

untuk mengembangkan serta meningkatkan nilai dan jumlah, baik 

produksi maupun industri pariwisata di Aceh; 

3. Penguatan infrastruktur, jejaring diplomasi dan promosi kebudayaan, 

serta pemasaran pariwisata Aceh baik dalam skala lokal, interregional, 

nasional dan internasional. 

4. Efisiensi tata kelola dan perencanaan pengembangan pariwisata Aceh 

dalam efektifitas pelayanan serta produktivitas penyelenggaraan 

program/kegiatan dinas yang terintegrasi dengan SKPA lainnya. 

 

 

 

 



LKj IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) – Tahun 2019 

 

 

 

 

 
15 

3. Strategi, Kebijakan dan Program 

 Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, Dinas Kebudayaan 

dan pariwisata Aceh memiliki strategi, kebijakan dan program sebagai berikut; 

Strategi yang ditetapkan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh:  

1. Menggiatkan kelompok penulis/peneliti bahasa dan kesusastraan 9 

etnik/suku; 

2. Mengembangkan program wisata kreatif berbasis 9 etnik/suku untuk 

menambah daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

3. Melahirkan karya kreatif, inovatif yang berbasis teknologi yang bersumber 

dari bahasa dan kesusastraan 9 etnik group di Aceh; 

4. Melakukan kerjasama pengelola cagar budaya baik dari provinsi, lintas 

sektoral dan stakeholder terkait; 

5. Meningkatkan kesejahteraan pengelola agar kinerjanya dapat lebih 

ditingkatkan dalam mendukung pelestarian cagar budaya; 

6. Membangun fasilitas pendukung baik di museum, kompleks bangunan, situs, 

maupun kawasan cagar budaya yang bersinergi dengan SKPA, lintas sektoral 

dan masyarakat sekitar cagar budaya; 

7. Melakukan konservasi permuseuman, cagar budaya yang telah terdaftar 

dengan melibatkan komunitas dan masyarakat di sekitar kawasan cagar 

budaya; 

8. Menciptakan fungsi-fungsi baru bagi pemanfaatan bangunan cagar budaya 

yang sudah terbengkalai; 

9. Meningkatkan basis data berbasis online untuk menarik daya minat wisata 

minat khusus secara nasional dan internasional; 

10. Melakukan evaluasi dan perawatan secara berkala terhadap program 

pelestarian museum, kawasan bersejarah dan cagar budaya yang sudah 

dikembangkan; 

11. Mengembangkan program wisata kreatif, edukatif pada daya tarik wisata 

warisan budaya; 

12. Meningkatkan inventarisasi cagar budaya di seluruh Aceh melalui laporan-

laporan masyarakat; 
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13. Penyusunan Pergub dan Qanun tentang cagar budaya; 

14. Menguatkan kecintaan masyarakat terhadap cagar budaya khususnya yang 

ada di lingkungan mereka; 

15. Meningkatkan kerjasama dengan komunitas pencinta cagar budaya untuk 

mendaftarkan cagar budaya sebagai warisan budaya di tingkat kabupaten, 

provinsi  dan dunia; 

16. Menguatkan nilai sejarah dan budaya dijadikan sebagai identitas dan jati diri 

masyarakat Aceh; 

17. Menggiatkan kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan partisipasi lintas 

disiplin ilmu, profesi dan kelembagaan bidang kebudayaan dan seni; 

18. Menambah sumberdaya dan layanan pernaskahan untuk memenuhi 

kecukupan dan ketersediaan sumberdaya dan layanan perpustakaan di 

museum ; 

19. Melakukan restorasi terhadap naskah klasik; 

20. Menggiatkan kelompok-kelompok pelaku seni dalam menciptakan karya-

karya baru dari beragam media yang berbasis 8 etnik/suku; 

21. Mengembangkan program kemitraan dengan lintas sektoral yang berkaitan 

berorientasi pada pemanfaatan nilai-nilai kebudayaan dalam perangkat 

pembelajaran; 

22. Menginventarisir eksistensi pembuat/pengrajin peralatan tradisional khas 

Aceh; 

23. Merumuskan konsep, teknik dan kontruksi peralatan tradisional khas Aceh 

sebagai panduan/modul untuk mereproduksi peralatan yang dimaksud dalam 

jumlah besar 

24. Mengembangkan industri peralatan tradisional khas Aceh berkualitas; 

25. Menciptakan peluang pemasaran peralatan tradisional khas Aceh secara luas; 

26. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian khususnya terkait dengan 

sejarah/asal usul, fungsi dan pemanfaatan; 

27. Memfasilitas/menghimpun calon-calon peneliti untuk melahirkan karya atau 

yang berkaitan dengan perlengkapan tradisional  khas Aceh; 
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28. Mengembangkan kawasan ekowisata alam, pariwisata pendidikan dan sejarah, 

pariwisata belanja dan kuliner kreatif, pariwisata warisan budaya, pariwisata 

budaya tradisional, pariwisata konvensi dan olahraga; 

29. Mengembangkan program-program kerjasama secara nasional dan 

internasional untuk perlindungan seluruh aset wisata di Aceh baik yang 

berbasis budaya maupun industri ekonomi kreatif kepariwisataan; 

30. Membangun sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pariwisata yang 

sinergis antara lintas SKPA dan lintas sektoral; 

31. Membuka peluang investasi bidang pariwisata seluas-luasnya yang bersifat 

perseorangan, lembaga maupun perusahaan oleh sumber daya  investor asing 

maupun lokal dan nasional; 

32. Mengembangkan program dalam usaha meningkatkan kawasan pariwisata 

strategis provinsi; 

33. Mempersiapkan program/kegiatan promosi dan pemasaran yang  berskala 

nasional dan internasional; 

34. Membina kerjasama penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan 

kepariwisataan baik ditingkat regional, nasional dan international, dalam hal 

standarisasi/sertifikasi, serta pengembangan industri pariwisata dunia; 

35. Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana prasarana baik utama maupun 

pendukung yang menjadi kebutuhan wisatawan nusantara dan wisatawan 

mancanegara di Aceh; 

36. Memperkuat identitas kearifan lokal serta sinergisitas masyarakat setempat 

yang menjadi destinasi kepariwisataan dengan pemangku kepentingan bidang 

kebudayaan dan pariwisata lainnya di Aceh; 

37. Mengoptimalkan jejaring media penyiaran, media sosial dan cyber resmi 

pemerintahan dan lembaga negara serta komunitas penyiaran dan cyber 

swasta/independen untuk menunjang promosi budaya dan kepariwisataan 

Aceh; 

38. Mempersingkat layanan informasi, persiapan kunjungan serta menetapkan 

pilihan-pilihan beragam paket wisata yang  dapat memperkaya pilihan 

wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; 
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39. Turut andil dalam pelaksanaan  pameran yang dapat memberikan efek besar 

untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun 

wisatawan mancanegara; 

40. Meningkatkan nilai ekonomi dari produk industri kreatif baik yang berskala 

kecil maupun besar yang dapat dijadikan produk unggulan kepariwisataan 

Aceh; 

41. Melakukan kerjasama pengembangan produk-produk industri kreatif dengan 

stake holder terkait; 

42. Menginisiasi kerjasama lintas sektoral terkait perencanaan, pengembangan 

serta pengawasan pembangunan ekonomi industri budaya dan 

kepariwisataan; 

43. Pelibatan pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara 

nasional maupun internasional dalam memunculkan serta memperbaharui 

program/kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi dalam industri budaya dan 

pariwisata Aceh. 

Kebijakan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh: 

1. Memperkokoh marwah keistimewaan Aceh sebagai daerah yang kaya ragam 

bahasa dan budaya yang bernilai syariat; 

2. Menumbuhkan perilaku budaya masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai, 

adat istiadat dan budaya Aceh yang bersifat Islami; 

3. Meningkatnya jumlah penutur bahasa ibu yang bersumber dari keberagaman 

etnik di Aceh; 

4. Menguatnya koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pembangunan dan 

evaluasi bidang kebudayaan antara provinsi dan kabupaten/kota; 

5. Meningkatkan kinerja pengelola warisan budaya untuk penguatan destinasi di 

semua wilayah di Aceh; 

6. Termanfaatkannya aset budaya secara optimal bagi aktifitas pagelaran budaya 

dan kesenian; 

7. Meningkatnya kualifikasi SDM dalam pengelolaan peninggalan sejarah 

kepurbakalaan dan budaya lokal; 

8. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk pengembangan program 

kegiatan lainnya yang terintegrasi; 
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9. Terintegrasinya basis data berbasis online terkait promosi dan pemasaran 

industri wisata; 

10. Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan 

pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota 

maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya 

di tingkat kabupaten dan provinsi; 

11. Memperdalam khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban, adat 

serta budaya Aceh; 

12. Meningkatkan kesejahteraan sebanyak-banyaknya pendidik, peneliti, dan 

penggiat seni umumnya dalam meningkatkan kualitas apresiasi masyarakat 

terhadap karya seni dan budaya terutama yang berbasis kearifan lokal; 

13. Bertumbuh dan bertambahnya karya-karya seni dan kreasi budaya yang 

berbasis kearifan lokal, serta bersanding dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi termutakhir; 

14. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana pariwisata; 

15. Reproduksi, branding/promosi dan pemasaran; 

16. Partnership (kemitraan usaha lokal, regional dan internasional); 

17. Pendidikan dan pelatihan kemampuan literasi dan kreatifitas menulis tentang 

peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh; 

18. Pendidikan dan pelatihan kemampuan literasi dan kreatifitas menulis tentang 

peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh; 

19. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang 

kepariwisataan, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan 

pariwisata; 

20. Meningkatkan keterlibatan masyarakat (Sadar Wisata); 

21. Meningkatkan peran komunitas wisata; 

22. Semakin optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta 

termasuk masyarakat (public, private, partnership); 

23. Meningkatnya pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam 

pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata; 

24. Semakin tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor 

wisata; 
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25. Tumbuhnya diversifikasi baru kepariwisataan yang selaras dengan 

keistimewaan Aceh; 

26. Berkembangnya konsep wisata halal dalam rangka penyetaraan industri 

pariwisata secara global; 

27. Mengoptimalisasikan usaha pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian 

khazanah seni tradisional dan sastra budaya serta patenisasi seni budaya 

Aceh; 

28. Menguatkan sinergisitas secara terpadu dalam perencanaan pembangunan 

dan evaluasi bidang pariwisata antara provinsi dan kabupaten/kota; 

29. Memperluas seluruh sektor promosi kepariwisataan, baik di tingkat regional, 

nasional maupun internasional untuk lintas segmentasi usia, pendidikan, 

ketrampilan dan profesi; 

30. Semakin optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi (Information and Communication Technologi/ICT) sebagai sarana 

pemasaran dan promosi pariwisata; 

31. Membuka pasar selebar-lebarnya kepada pelaku industri kreatif dalam 

memasarkan produknya dan melakukan mitra kerja dengan pelaku industri 

yang terkait dengan sektor kepariwisataan; 

32. Koordinasi teknis yang bersinergi antar provinsi, kabupaten/kota, dan lintas 

sektoral untuk peningkatan sistem informasi yang terintegrasi; 

33. Koordinasi teknis yang bersinergi antar provinsi, kabupaten/kota, dan lintas 

sektoral untuk peningkatan sistem informasi yang terintegrasi. 

Sesuai dengan Renstra 2017-2022, program utama yang telah dijabarkan untuk 

tahun 2019 adalah sebagai berikut :  

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. 

e. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 

f. Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 

g. Pengembangan Destinasi Pariwisata. 

h. Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
 

  Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Aceh diperlukan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka 

menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, 

pelaporan akuntabilitas kinerja, rencana kerja dan anggaran, pemantauan dan 

pengendalian kinerja dan kegiatan, serta dalam melakukan evaluasi pencapaian 

kinerja. IKU atau Key Performance Indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran 

atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana suatu instansi telah 

berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.  

  IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah serangkaian tujuan yang 

terukur yang telah ditetapkan dan dianggap penting dalam mencapai keberhasilan 

pembangunan kebudayaan dan pariwisata khususnya di lingkungan Pemerintah 

Aceh. Berikut adalah  IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. 

 
 

Tabel 2.1 
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 – 2022 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

FORMULA

/CARA 

PENGUKU

RAN 

PENJELA

SAN 

 

SUMBER 

DATA 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 

             

1. Terwujudnya 

Pengembangan 

Kebudayaan dan 

Pariwisata yang 

proporsional dan 

professional. 

Persentase 

Peningkatan 

Kunjungan 

Wisatawan 

Jumlah 

kunjungan 

wisatawan 

tahun ini 

dibanding

kan 

dengan 

jumlah 

wisatawan 

tahun lalu 

Untuk 

memenu

hi target 

Renstra 

dan 

RPJMA 

tahun 

2017 - 

2022 

Laporan 

kegiatan, 

survey/mo

nitoring, 

data 

statistik 

BPS, 

Disbudpar 

Aceh dan 

Kantor 

Imigrasi 

Klas I 

Banda 

Aceh 
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C. PERJANJIAN KINERJA 

 

 Perjanjian kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang ada.  

Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, 

dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi.  

 

 Perjanjian Kinerja tahun 2019 mempertimbangkan Rencana Kerja Tahunan 

(RKT), rata-rata pencapaian tahun sebelumnya dan dukungan anggaran 

program/kegiatan pada tahun berjalan dalam menetapkan target pencapaian 

indikator kinerja. Berdasarkan hal-hal tersebut ditetapkanlah target untuk beberapa 

indikator kinerja sebagaimana terlampir dalam Tabel 2.2.  

 

Tabel 2.2 
PERJANJIAN  KINERJA TAHUN 2019 

 

NO SASARAN STRATEGIS 
  

INDIKATOR KINERJA TARGET 
  

1 2   3 4 

          

1 Terwujudnya Pengembangan 

Kebudayaan dan Pariwisata 

yang proporsional dan 

profesional 

1. Persentase Peningkatan 

Pelestarian warisan budaya 

benda dan tak benda  

  

10 % 

 

 

    
2.  
 
 

1. 

 
 

2. 

Kunjungan wisatawan 
 

Kunjungan wisatawan 

nusantara 
 

Kunjungan wisatawan 

mancanegara 

 
2.895.111 orang 

 
 

95.834 orang 
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D. RENCANA ANGGARAN 

 

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melaksanakan 

kegiatan dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 161.895.967.987- dengan rincian 

Belanja Tidak Langsung Rp. 21.762.400.572,- dan belanja langsung Rp. 

140.133.567.415,- 

 

Tabel 2.3 
 

Target Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2018 

uraian target prosentase 

Belanja Tidak Langsung 21.762.400.572 13.44 % 

Belanja Langsung 140.133.567.415 86.56 % 

Jumlah 161.895.967.987 100 % 

 

Alokasi Anggaran per sasaran strategis 

 

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 

yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.4 
 

 

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 
 

no Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) % anggaran 

1 Terwujudnya 

Pengembangan 

Kebudayaan dan 

Pariwisata yang 

proporsional dan 

profesional 

Pelestarian warisan 

budaya benda dan 

tak benda 

 

61.717.715.695 38.12 

  Kunjungan 

wisatawan 

 

 

62.637.344.752 38.67 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 

 

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah melaksanakan penilaian kinerja 

dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 

2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan 

mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan 

gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari 

hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan 

posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: 

 

Tabel: 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No 

 

Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 

Kode 

 

1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua 

2 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda 

3 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua 

4 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda 

5 ≤ 50 Sangat Rendah Merah 

 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010  

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dilakukan dengan membandingkan antara target 

kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari 

tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta target 

dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut : 
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Tabel: 3.2 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA 
2019 

CAPAIAN 

(%) 
KATEGO

RI   TARGET REALISASI 

1 2   3     

             

1 Terwujudnya 

Pengembangan 

Kebudayaan dan 

Pariwisata yang 

proporsional dan 

profesional 

1. Persentase 

Peningkatan 

Pelestarian warisan 

budaya benda dan tak 

benda 

  

10%  

 

 

 

 
 

20% 200 Sangat 

Baik 

  

2.  
 
 

 

1. 

 
 

 

2. 

Kunjungan wisatawan 
 

 

Kunjungan wisatawan 

nusantara 
 

 

Kunjungan wisatawan 

mancanegara 

 
 

2.895.111 

orang 

 
 

95.834 

orang 
 
 

 

 
 

2.529.879

Orang 

 
 

107.037 

orang 

 
 
 

87 

 
 

 

111 

 

 
 

 

Tinggi 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 
Rata-rata capaian kinerja 

 
149,5 

 

 

 

 Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Aceh pada tahun 

2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran 

 

 Berikut adalah sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta 

penjabaran pencapaiannya: 

 Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang 

proporsional dan profesional 

 

 Sasaran ini dicapai melalui :   

(1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dengan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan 

sasaran adalah Pengembangan sarana dan prasarana Museum Aceh; 

Pengembangan sarana dan prasarana Taman Budaya; Pengembangan 
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sarana dan prasarana Museum Tsunami; Pengembangan sarana dan 

prasarana Taman Ratu Safiatuddin; 

(2) Program Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut 

; Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata; Pelaksanaan 

promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negri; Pengembangan 

komunikasi pemasaran pariwisata; 

(3) Program pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut ; Pengumpulan dang anti rugi koleksi museum; 

Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskag kuno; Audisi Paduan 

Suara Gita Bahana Nusantara;  Festival Seni dan pagelaran budaya; 

Partisipasi bahasa dan seni dalam dan luar negri; Partisipasi Museum 

dalam dan luar negri;  Pelatihan kesenian; Pelestarian bahasa dan karya 

sastra; Pelestarian fisik koleksi Museum dan buku pustaka; Pelestarian 

sejarah dan budaya Aceh; Pembinaaan sanggar dan komunitas kesenian; 

Pengelolaan Museum Aceh; Pengelolaan Museum Tsunami; Pengelolaan 

Taman Budaya; Pengelolaan, pemugaran situs sejarah dan cagar budaya; 

Penyebarluasan nilai budaya Aceh; Penyelenggaraan event adat dan 

budaya; Penyelenggaraan event bahasa dan seni;  

(4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatannya 

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; 

Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi; 

Pembinaan kelompok sadar wisata; Pelaksanaan koordinasi 

pembangunan kemitraan pariwisata; Pelatihan pemandu wisata terpadu; 

Pengembangan cinderamata khas Aceh; Peningkatan kapasitas SDM 

pariwisata; Perencanaan destinasi pariwisata; Pembangunan sarana dan 

prasarana pariwisata; Pengembangan atraksi pariwisata unggulan; 

(5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan yang 

dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah Pengembangan 

dan penguatan informasi dan database; Perencanaan pembangunan 

kebudayan dan pariwisata; Monitoring dan evaluasi pembangunan. 
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 Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran 

strategis meliputi 2 (Dua) indikator, yaitu; (1) Persentase Peningkatan Pelestarian 

warisan budaya benda dan tak benda;  (2) Kunjungan wisatawan. 

Dari tabel 3.2 terlihat secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 

terlaksana dengan baik. 

 

 Indikator Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda Tahun 2019 telah 

dilaksanakan sebanyak 59 kegiatan. Terdiri dari beberapa kegiatan yang 

menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu : 

- Penyelenggaraan event/festival seni dan budaya terdiri dari 

Kegiatan Festival Kuliner merupakan sebuah showcase raksasa dimana Aceh 

mempertunjukan keragaman citarasa dan warisan kuliner nenek moyang yang 

kaya. Acara ini bermaksud untuk mempromosi Aceh sebagai salah satu 

destinasi wisata kuliner unggulan di Aceh., meningkatkan kunjungan 

wisatawan ke Aceh dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelestarian adat istiadat kekayaan kuliner, budaya serta tradisi lokal ; 

Pameran sejarah dalam dan luar negri ; Pameran sejarah Aceh – Turki ; Islamic 

Fashion Festival merupakan suatu acara dalm bidang Fashion yang merangkul 

seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati dan mendalami makna 

perkembangan fashion di Aceh dan menjadi lambang dari perkembangan 

fashion Aceh itu sendiri sehinggga diharapkan dapat mengekspose lebih 

dalam karya-karya desaigner dan pemilik busana terkemuka dan berbakat 

Aceh dengan menyediakan wadah penuh kreatifitas bagi karya-karya mereka ; 

Partisipasi event kebudayaan dalam dan luar negeri ; Lomba Film pendek ; 

Lomba menulis Blog ; Ubud Culinary Festival kegiatan ini dilaksanakan di Bali 

menghadirkan 150 lebih ahli dan praktisi kuliner terbaik se Asia Tenggara Tim 

Aceh menampilkan makanan dan jajanan khas Aceh seperti Kuah Beulangong, 

kopi, Sie Reuboh dll, kegiatan ini bermaksud mmpromosikan Aceh sebagai 

salah satu destinasi wisata kuliner sehingga dapat meningkatkan kunjungan 

wisatawan ke Aceh; Festival Batu Mulia  kegiatan ini bermaksud untuk 

menghidupkan kembali batu mulia yang telah lama tenggelam, upaya untuk 

pelestarian dan pengembangan batu mulia perlu dilakukan dengan berbagai 
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upaya termasuk didalammya dengan mengadakan ajang kontes batu mulia ; 

Penyelenggaraan Adat TMII pada kegiatan ini Aceh meraih juara 1 sebagai 

peñata rias terbaik dan designer terbaik pada acara parade busana nusantara. 

Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan atau mempromosikan kekayaan 

seni budaya Bangsa Indonesia terutama desain busana daerah di seluruh 

wilayah Indonesia khususnya daerah Provinsi Aceh ; Pawai Budaya ; 

Pertunjukan Street Fashion ;  Festival Sate Matang Bireuen maksud kegiatan ini 

menjadikan Bireuen sebagai salah satu objek destinasi wisata kuliner 

unggulan di Aceh, melakukan promosi dan pelestarian salah satu kuliner Aceh 

yakni sate matang dan juga pengembangan potensi ekonomi usaha sate 

matang ; Festival Budaya Langsa kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan 

dan menumbuhkan kecintaan masyarakat akan budaya Kota Langsa, member 

edukasi tentang perjalanan jejak budaya dan sejarah Kota Langsa, 

menyuguhkan serta menampilkan kekayaan asset dan budaya yang ada di 

Kota Langsa ; Lomba Kebudayaan bagi pelajar diadakan di Kota Langsa, 

kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kembali tradisi dan budaya leluhur 

kepada milenial ataupun pelajar, mewariskan keberagaman budaya yang 

hamper hilang di masyarakat modern saat ini, mengasah kemampuan dan 

ketrampilan para pelajar untuk lebih perduli terhadap perkembangan budaya 

itu sendiri di lingkungan sekitarnya ; Langsa Fashion Show Culture kegiatan ini 

bertujuan menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap pakaian adat Aceh 

kepada generasi yang akan dating, memberikan ruang ekspresi/kreatifitas 

para designer pakaian adat untuk melombakan hasil ataupun inovasinya, 

menjaga keaslian dan melestarikan pakaian keistimewaan 

penduduk/masyarakat Aceh dari masa ke masa ; Karnaval Budaya kegiatan ini 

dilaksanakan di Kota Langsa dengan tujuan menampilkan dan mengenalkan 

seluruh budaya yang ada di Kota Langsa kepada millennial dan regenerasi 

kedepannya dalam bentuk pertunjukan atau karnaval, memberikan wadah 

kepada masyarakat / pelaku seni budaya yang ada di kota Langsa untuk dapat 

berekspresi dalam kegiatan tersebut ; Festival Kuliner kegiatan ini 

dilaksanakan di Kota Langsa dengan tujuan mengenalkan khas kuliner Aceh 

kepada masyarakat agar terus berkembang untuk diketahui keanak cucu 
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kedepannya, memberikan wadah kepada masyarakat / pelaku usaha kuliner 

yang ada di Kota Langsa untuk dapat berkreasi dan berinovasi dengan 

perkembangan kuliner saat ini ; Kolosal Art Performance ; Aceh International 

Percussion yang bertujuan untuk mempromosikan perkusi tradisional milik 

Aceh yaitu Rapai sebagai bagian perkusi dunia dilaksanakan di Kabupaten 

Bireuen ; Festival Seudati  di Kabupaten Pidie yang bertujuan untuk 

membangun karakter dan jati diri bangsa, memupuk rasa kebersamaan dan 

nasionalisme serta meningkatkan apreasiasi seni dikalangan generasi muda ; 

Panggung DKA ; Festival Tari Guel dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah 

dengan tujuan sebagai ajang promosi kekayaan seni dan budaya Gayo untuk 

menarik minat wisatwan berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah ; Aceh World 

Jazz  bertujuan untuk mempromosikan music-musik modern yang 

berdampingan dengan seni budaya Aceh ; Anugerah Seni ; Khanduri Seni ; 

Festival Pesona Aceh Selatan  yang bertujuan untuk membangun kesadaran 

masayarakat terhadap kekayaan masyarakat terhadap kekayaan alam Aceh 

Selatan agar menjaga ekosistem ; The Art Of Colour Sensation 2019 ; Gita 

Bahana Nusantara ; Islamic Art Festival dan Kegiatan Ramadhan Fair 

bertujuan untuk memperkenalkan adat istiaadat dan seni budaya islami serta 

budaya Ramadhan kepada wisatawan ; Festival Komunitas Langsa Gemilang ; 

Festival Manggrove ;  Festival Teuku Umar yang bertujuan untuk mengangkat 

khasanah seni budaya Kota Meulaboh ; Festival Seni Aceh yang bertujuan 

untuk mengangkat kebudayaan Aceh ke tingkat Nasional dan Internasional ; 

Festival Rentak Melayu ; Festival Saman bertujuan untuk mengembangkan dan 

melestarikan kesenian tradisional Aceh khususnya Tari Saman ; Festival 

Danau Lut Tawar  yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata dan 

alternative potensial Danau Lut Tawar sebagai destinasi wisata dan 

mengangkat citra kesenian daerah Kabuapaten Aceh Tengah; Festival 

Gampong Theater ; Kegiatan Panggung Sastra ; Kegiatan Panggung Hikayat 

yang bertujuan untuk menjaga, melestarikan dan sekaligus mewariskan seni 

budaya Aceh kepada generasi penerus ; Festival Seni Tari tradisi untuk 

sanggar-sanggar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi seni pemuda 

pemudi Aceh dan juga memperkenalkan kesenian dan kebudayaan Aceh 
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kepada masyarakat Aceh sehingga kebudayaan dan kesenian Aceh semakin 

berkembang ; Panggung Keliling ; Kemah Seniman ; Temu Karya Taman 

Budaya se Indonesia ; Musisi Jalanan ; Pameran Pagelaran Seni se Sumatera ; 

Pameran Seni Rupa keliling ;  Tarian Kreasi Baru ; Festival Seudati se Aceh ;  

- Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.  

Pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menargetkan 5 

sertifikat untuk penetapan warisan budaya tak benda Indonesia, namun hanya 

4 buah karya budaya yang terealisasi, 1 karya budaya tidak dapat terealisasi 

disebabkan karena tidak memenuhi standar-standar atau syarat-syarat  yang 

telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (tidak lolos 

verifikasi/seleksi). 4 karya budaya tak benda Indonesia yang diterima oleh 

Povinsi Aceh untuk Tahun 2019 adalah Karya Sining, Gutel, Silat Pelintau, dan 

Memek. Penetapan ini dilakukan untuk  perlindungan dan pelestarian warisan 

budaya tak benda sebagai langkah pemeliharaan kebudayaan Aceh agar 

warisan budaya tak benda kita tidak punah dan dapat diwariskan kegenerasi 

penerus dan juga untuk perlindungan klaim budaya dari Negara lain. 

Dengan ditetapkan 4 karya budaya ini, maka jumlah karya budaya Aceh yang 

telah menjadi WBTB Indonesia berjumlah 34 karya budaya. 

  

- Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan   

sejarah  

Pada Tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menargetkan 

memugar 6 objek/situs, pada pelaksanaannya Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata telah menyelesaikan seluruh target yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 6 objek/situs. 
 

Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat mengangkat dan melestarikan 

kembali seni dan budaya Aceh yang telah lama hilang dan terabaikan. Hasil-hasil 

yang dicapai sebagai upaya pembangunan seni budaya di Aceh dan semakin 

mendongkrak hasrat masyarakat untuk terus menggali serta mengembangkan seni 

budaya itu. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terealisasi kedepannya diupayakan 

sekecil mungkin dengan cara mempelajari kembali peraturan-peraturan atau syarat-

syarat yang berlaku untuk suatu kegiatan sehingga kegagalan kegiatan tersebut dapat 



LKj IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) – Tahun 2019 

 

 

 

 

 
31 

diperkecil kemungkinannya ; meningkatkan kerjasama kebudayaan antar Negara; 

revitalisasi warisan budaya Aceh dan meningkatkan inventarisir cagar budaya di 

seluruh Aceh melalui laporan-laporan masyarakat. 

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan tak 

Benda mengalami kenaikan sebesar 20% dari target 10%. Faktor-faktor 

pendukungnya antara lain – Tersedianya dana pendukung kegiatan tersebut – 

Tersedianya dana yang tercukupi dan dukungan dari Kab/Kota untuk ikut serta pada 

kegiatan tersebut – Kesiapan SDM dalam melaksanakan kegiatan – tersedianya data 

valid kebudayaan 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan antara lain dengan – Bekerjasama 

dengan stake holder (masyarakat dan pelaku seni dan budaya) untuk berpartisipasi 

dalam pelestarian tradisi budaya lokal – Menggunakan anggaran untuk aktifitas yang 

benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi 

penggunaan anggaran. 

 

Gambar 3.1 

Aceh Culinary Festival Tahun 2019 
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Gambar 3.2 

Festival Guel Tahun 2019 

 

 

 

Gambar 3.3 

Festival Lut Tawar TAhun 2019 
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Tabel: 3.3 

TARGET DAN REALISASI JUMLAH PELESTARIAN WARISAN  

BUDAYA BENDA DAN TAK BENDA TAHUN 2019 

 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi % Capaian 

Target 

Akhir 

RPJM 

(2022) 

 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 

 

2019 

 

2016 2017 2018  2019 2022 

 

Terwujudnya 

Pengembangan 

Kebudayaan dan 

Pariwisata yang 

proporsional dan 

profesional 
   

 

Pelestarian 

warisan 

budaya 

benda dan 

tak benda  

 

 

28 

 

 

26 

 

 

25 

 

 

54 

 

 

29 

 

 

26 

 

 

23 

 

 

59 

 

 

103 

 

 

100 

 

 

92 

 

 

109 

 

 
 

 

155 

 

 

 

  

 

 

Grafik  3.1 

JUMLAH PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN TAK BENDA TAHUN 2019 
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Jumlah keseluruhan warisan budaya benda dan tak benda tahun 2019 yang 

telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayan dan Parwisata Aceh adalah 

sebanyak 59 kegiatan. Jumlah ini jika dibandingkan dengan target akhir 

RPJMA telah mencapai angka sebesar 38 %. 

 

 Indikator Kunjungan Wisatawan 

Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara untuk tahun 2019 ditargetkan 

sebesar 95.834 orang  sedangkan jumlah kunjungan untuk Wisatawan 

Nusantara ditargetkan sebesar 2.895.111 orang (naik 10% dari kunjungan di 

tahun 2017).  

Realisasi yang tercapai untuk kunjungan wisatawan mancanegara sebesar  

107.037 orang (111%), dan untuk wisatawan nusantara  sebesar 2.529.879 

orang (87%). Realisasi capaian akumulasi Indikator Jumlah Kunjungan 

Wisatawan terhadap target sebesar 88%.  

Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari target 

sebesar 107.037 orang atau sebesar  111%.  Hal ini tidak terlepas dari 

berbagai macam promosi yang dilakukan. Pelaksanaan promosi dilakukan 

dengan cara menyelenggarakan event-event pariwisata dan mengikuti 

pameran-pameran kepariwisataan di tingkat nasional dan tingkat 

internasional yang dapat memberikan efek besar untuk mendatangkan 

wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 
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TABEL 3.4 

PAMERAN-PAMERAN YANG DIIKUTI PADA TAHUN 2019 

 

No Kegiatan Waktu Tempat 

1 Pameran Festival Islam dan 

Internasional Halal Johor Darul 

Takzim 2019 (FIJO 2019) 

28 s.d 31 Maret 

2019 

Malaysia-Johor 

2 Pameran Deep & Extreme 

Indonesia (DXI) 2019 

4 s.d 7 April 2019 Jakarta 

3 Pameran Budaya Islam 7 s.d 21 Mei 2019 Banda Aceh 

4 Pameran Majapahit 

International Travel Fair 2019 

2 s.d 5 Mei 2019 Surabaya 

5 Pameran Gebyar Wisata 

Nusantara 2019 

27 s.d 30 Juni 2019 Jakarta 

6 Pameran Police Expo 8 s.d 13 Juli 2019 Banda Aceh 

7 Pameran Festival Indonesia 

2019 

1 s.d 4 Agustus 

2019 

Rusia 

8 Pameran Nias Wondelful Expo 

2019 

11 s.d 14 

September 2019 

Nias 

9 Pameran Matta Fair 2019 6 s.d 8 September 

2019 

Malaysia 

10 Pameran Festival Indonesia 

Camberra 

16 September 2019 Australia 

11 Pameran Aceh Sumatera Expo 

2019 

14 s.d 16 

November 2019 

Jakarta 
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Gambar 3.4 

Pameran  Matta Fair Malaysia 2019 

 

 

Gambar 3.5 

Pameran Deep & Extreme 2019 di Jakarta 
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Gambar 3.6 

Pameran Festival Indonesia 2019 di Rusia 

 

 

 

 

Di bidang pariwisata untuk tahun 2019 ini Provinsi  Aceh mendapatkan Penghargaan 

Peringkat 2 sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia 2019 pada acara Indonesia 

Muslim Travel Index (IMTI) oleh Kementerian Pariwisata RI dan juga penghargaan 

sebagai Stand pameran terbaik 2 pada penyelenggaran event Gebyar Wisata dan 

Budaya Nusantara (GBWN) 2019 

 

Kunjungan wisatawan nusantara tahun 2019 ditargetkan sebesar 2.895.111 orang,  

namun realisasi yang tercapai sebesar 2.529.879  orang atau sebesar 87%. 

Penurunan jumlah wisatawan ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya harga 

tiket pesawat yang meningkat, faktor cuaca yang tidak mendukung, rute 

penerbangan ke Aceh yang berkurang serta kurangnya event yang bertaraf skala 

besar.  

Untuk meningkatkan jumlah wisatawan, pemerintah harus terus meningkatkan 

promosi pariwisata dan keamanan di dalam maupun luar negeri sehingga wisatawan 
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merasa  aman berkunjung ke Aceh dan juga mempersiapkan program/kegiatan 

promosi dan pemasaran yang berskala nasional dan internasional. 
 

Pencapaian target masing-masing indikator kinerja tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
 

 

 

 

Tabel 3.5 
 

TARGET DAN REALISASI KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2019 

 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi % Capaian 

Target 

Akhir 

RPJM 

(2022) 

 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 

 

2019 

 

2016 2017 2018  2019 2022 

 

Terwujudnya 

Pengembangan 

Kebudayaan dan 

Pariwisata yang 

proporsional dan 

profesional 

   

 

Kunjungan 

wisatawan  

 

 

  

 

2.352

.448 

org 

 

2.489.

467 

org 

 

2.352

.448 

org 

 

2.990

.945 

org 

 

2.154

.246 

org 

 

2.364

.383 

org 

 

2.498

.249 

org 

 

2.63

6.91

6 org 

 

92,4 

 

95 

 

92 

 

88 

 

5.007.

208 

org 
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Grafik 3.2 

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Capaian indikator kinerja kedua terhadap target akhir Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Aceh (RPJMA) adalah sebesar 53%. 

Banyak faktor yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh tidak 

pernah melebihi target yang telah ditentukan seperti yang telah diuraikan di atas. 

Membina kerjasama penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan baik di tingkat 

regional, nasional dan internasional dengan stakeholder pariwisata baik yang swasta 

maupun pemerintah perlu ditingkatkan agar program/kegiatan dapat berjalan 

dengan baik dan sinergis. Penyelenggaraan event-event pariwisata perlu 

ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan sebaran lokasi yang merata di Aceh 

agar wisatawan yang datang bisa menikmati sajian event di seluruh kab/kota di Aceh. 

 

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 

dialokasikan dana anggaran sebesar Rp. 161.895.967.987,-  

Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 140.133.567.415,- dengan realisasi sebesar 

Rp. 119.525.957.831,- atau sebesar 85,29%. Anggaran yang dialokasikan untuk 
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program/kegiatan pendukung sasaran sebesar Rp. 124.355.060.447,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 105.428.156.228,- atau sebesar 84,78%. 

 

TABEL 3.6 

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN 

 

no sasaran 
 Indikator 

sasaran 

Kinerja 
Nama 

Program 

Keuangan 

target 
 

Realisasi 

%  

realisasi 
Pagu Realisasi 

% 

realisasi 

1 Terwujudnya    

Pengembangan 

Kebudayaan dan 

Pariwisata yang 

proporsional 

dan Profesional 

Pelestarian 

warisan 

budaya 

benda dan 

tak benda 

 

 

 10% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

Pengemban

gan Sarana 

dan 

Prasarana 

Kebudayaan 

15.292.8

77.199 

 

 

 

 

 

 

14.463.39

6.480 

 

 

 

 

 

 

94,58 

 

 

 

 

 

 

 

      Pengelolaan 

Kekayaan 

dan 

Keragaman 

Budaya 

46.424.8

38.496 

43.125.9

61.394 

92,89 

  Kunjung

an 

Wisataw

an 

2.990.9

45 org 

2.636.9

16 org 

 Pengemban

gan 

Pemasaran 

Pariwisata 

17.991.9

70.000 

14.057.5

49.052 

78,13 

      Pengemban

gan 

Destinasi 

Pariwisata 

41.880.1

24.752 

31.527.3

09.967 

75,28 

      Perencanaa

n 

Pembangun

an Ekonomi 

2.765.25

0.000 

2.258.93

9.335 

81,69 

 Jumlah   124.355.

060.447 

105.428.

156.228 

84,78 

 Total Belanja Langsung  140.133.

567.415 

119.525.

957.831 

85,29 
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Apabila membandingkan antara persentase capaian Kinerja Organisasi (149,5%) 

dengan persentase Capaian Keuangan (84, 8%) dimana persentase Capaian Kinerja 

Organisasi lebih besar dari persentase Capaian Keuangan maka dapat dilaporkan 

bahawa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah memiliki efisiensi kinerja 

sebesar 64,7%. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

1. Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2019 sebesar 

Rp.161.895.967.,-  Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 140.133.567.415,- 

dengan realisasi sebesar Rp. 119.525.957.831,- (85,29%) 

2. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk sasaran strategis kebudayaan dan 

pariwisata sebesar Rp. 124.355.060.447,- atau setara dengan 76.81% dari 

total anggaran dinas, dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 

105.428.156.228,- (848 %) dan Capaian Kinerja Organisasi sebesar 149,5% 

sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah 

melaksanakan kegiatan secara efisiensi sebesar 64,7%. 

3. Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2019 

dijabarkan menjadi 2 indikator kinerja, dengan realisasi sebagai berikut; 

 Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya 

Benda dan Tak Benda dengan target 10 % dan tercapai dengan realisasi 

sebesar 20%. 

 Indikator Kunjungan Wisatawan dengan target serbesar 2.990.945 orang 

dan tercapai dengan realisasi sebesar 88% dari target yang telah 

ditetapkan. 

4. Diperlukan konsistensi dan komitmen dari seluruh stakeholder budaya dan 

pariwisata untuk mengarahkan upaya-upaya pembangunan kebudayaan dan 

kepariwisataan Aceh pada satu visi dan brand yang sama yaitu Destinasi 

Wisata Budaya Halal unggulan. 
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B. SARAN 

 Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas dimasa 

mendatang yaitu dengan : 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait untuk 

meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan akomodasi  yang berstandart halal 

industry. 

2. Mendorong investasi pada seluruh sektor industri pariwisata dan budaya 

sehingga dapat meningkatkan penyerapan lapangan kerja dan ekonomi 

rakyat. 

3. Mendorong tumbuhnya institusi pendidikan formal dan nonformal yang 

menjadi supply sumber daya manusia yang memenuhi standart industri 

pariwisata.  

4. Bersama dengan seluruh stake holder dan instansi terkait menciptakan 

publikasi yang baik dan tepat tentang pariwisata dan budaya Aceh untuk 

menciptakan suasana yang kondusif bagi investasi dan pengembangan 

industri pariwisata Aceh.  

 

Akhirnya dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk 

meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas 

dimasa mendatang. 
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